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ABSTRAK 

 

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA 

MIGRAN INDONESIA KE MALAYSIA 

(Studi Kasus di Polda Lampung) 

 

Oleh 

Dianca Putri Ramadhani 

 

Tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal tidak hanya 

terjadi di dalam suatu wilayah tertentu, tetapi juga banyak terjadi lintas negara. 

Salah satu bentuknya adalah perdagangan orang dengan modus pengiriman 

pekerja migran ilegal ke Malaysia. Praktik ini banyak melibatkan perekrutan non-

prosedural melalui calo atau agen yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, 

namun pada kenyataannya para korban justru dieksploitasi dan menjadi objek 

kejahatan transnasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

bagaimanakah peran kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana 

perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal Indonesia ke Malaysia dan apa 

sajakah faktor penghambat penegakkan hukum dalam menangani kasus tersebut. 

 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian 

Polda Lampung, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan 

dokumen resmi lainnya. Data diolah dengan metode identifikasi, klasifikasi, dan 

sistematisasi kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran 

menyeluruh mengenai permasalahan penelitian. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian terbagi menjadi tiga, yaitu:  

Peran normatif, melalui pelaksanaan fungsi penyidikan sesuai Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO serta koordinasi dengan instansi terkait; 

Peran faktual, berupa upaya penyelidikan, pengungkapan jaringan, penangkapan 

pelaku perekrut, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya 

jalur migrasi ilegal; dan Peran ideal, yaitu perlunya dukungan sarana dan 

prasarana, SDM yang kompeten, serta sistem kerja yang terintegrasi untuk 

mendukung proses penyidikan. Adapun faktor penghambat utama peran 

kepolisian adalah faktor hukum (belum adanya aturan teknis yang rinci), faktor 

internal (terbatasnya anggaran, fasilitas, dan SDM yang memiliki 



keahlian khusus), serta faktor eksternal (kuatnya jaringan sindikat internasional, 

rendahnya pelaporan korban, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat). 

 

Saran dari penulis berdasarkan temuan tersebut adalah perlunya peningkatan 

kapasitas aparat kepolisian melalui pelatihan dan fasilitas operasional, 

memperkuat koordinasi antar instansi terkait, serta meningkatkan kesadaran 

masyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai bahaya perdagangan orang 

dengan modus pekerja migran ilegal. Dengan adanya peran aktif dari semua 

pihak, diharapkan praktik perdagangan orang lintas negara dapat ditekan dan 

dicegah secara lebih efektif. 

 

Kata kunci : Peran, Kepolisian, Perdagangan Orang, Pekerja Migran, Ilegal. 
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ABSTRACT 

 

THE ROLE OF THE POLICE IN THE INVESTIGATION  

OF THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING AGAINST  

INDONESIAN MIGRANT WORKERS TO MALAYSIA 

(A Case Study at the Lampung Regional Police) 

 

By 

Dianca Putri Ramadhani 

 

 

The crime of human trafficking against illegal migrant workers does not only 

occur within a specific territorial jurisdiction but also frequently takes place 

across national borders. One form of this crime is human trafficking conducted 

through the illegal deployment of migrant workers to Malaysia. This practice 

often involves non-procedural recruitment carried out by brokers or agents who 

promise high-paying jobs; however, in reality, the victims are exploited and 

become objects of transnational crime. The problems examined in this study are 

how is the role of the police in the investigation process of human trafficking 

crimes against Indonesian illegal migrant workers to Malaysia, and what factors 

hinder law enforcement in handling such cases. 

 

This research employs both normative juridical and empirical juridical 

approaches. Primary data were obtained through interviews with officers of the 

Lampung Regional Police and a criminal law lecturer from the Faculty of Law, 

University of Lampung. Secondary data were collected from statutory regulations, 

legal literature, and other official documents. The data were processed through 

identification, classification, and systematization methods, and subsequently 

analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the research 

problems. 

 

The results of the study indicate that the role of the police can be divided into 

three aspects: first, the normative role, which involves carrying out investigative 

functions in accordance with Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication 

of the Crime of Human Trafficking and coordinating with relevant institutions; 

second, the factual role, which includes conducting investigations, uncovering 

trafficking networks, arresting recruiters, and providing legal education to the 

public regarding the dangers of illegal migration routes; and third, the ideal role, 

which emphasizes the need for adequate facilities and infrastructure, competent 

human resources, and an integrated work system to support the investigation 

process. The main inhibiting factors affecting the role of the police include legal 



factors (the absence of detailed technical regulations), internal factors (limited 

budget, facilities, and personnel with specialized expertise), and external factors 

(the strength of international syndicate networks, low levels of victim reporting, 

and weak public legal awareness). 

 

Based on these findings, the author suggests improving the capacity of police 

personnel through training and enhanced operational facilities, strengthening 

coordination among relevant institutions, and increasing public awareness 

through legal education regarding the dangers of human trafficking under the 

guise of illegal migrant employment. With the active involvement of all 

stakeholders, it is expected that cross-border human trafficking practices can be 

more effectively suppressed and prevented. 

 

Keywords : Role, Police, Human Trafficking, Migrant Workers, Illegal. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun 

semakin meningkat jumlahnya. Perdagangan orang merupakan masalah yang 

menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi 

tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang 

antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia di mana 

terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain
1
. Perdagangan orang yang 

mayoritas perempuan dan anak, merupakan bentuk perbudakan pada era modern 

dan dilakukan dengan secara modern, ini merupakan dampak krisis 

multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah 

dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis 

global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke 

waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan 

kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua)  juta manusia diperdagangkan dan 

sebagian besarnya adalah perempuan dan anak
2
.  

 

Tujuan penerapan prinsip negara hukum adalah memastikan keadilan, 

perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum yang adil, serta kepastian 

hukum. Namun, tantangan tetap ada, seperti memperkuat independensi lembaga 

penegak hukum dan meningkatkan akses terhadap sistem peradilan untuk 

                                                             
1
 Fairhainai, Aspiek Hiukium Pierdaigaingain Oraing Di Indoniesiai, Sinair Graifikai, Jaikairtai, 2010, hlm. 4 

2
 Raichmaid Syaifaiait, Daigaing Mainiusiai, Laippierai Piusaikai Utaimai, Jaikairtai, 2003, hlm.1. 
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memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Kejahatan, 

terutama tindak pidana perdagangan orang, menjadi isu penting karena berkaitan 

dengan nilai keamanan masyarakat. Perdagangan orang, sebagai kejahatan 

transnasional, melibatkan jaringan internasional yang memanfaatkan korban dan 

merugikan mereka secara serius. Kejahatan ini mengabaikan hak asasi manusia 

dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korban. Hak Asasi Manusia 

adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan dan wajib 

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang
3
. 

 

Indonesia akhir-akhir ini diresahkan dengan maraknya isu perdagangan orang 

(Trafficking) khususnya pada Pekerja yang ingin bekerja di luar negeri contohnya 

pada Tahun 2023 Polisi berhasil menungkap praktik perdagangan orang dengan 

korban memperkerjakan pekerja migran ilegal ke Malaysia, Polisi Polda Lampung 

menangkap tersangka di sebuah rumah di Kecamatan Rajabasa, Bandar 

Lampung
4
. 

 

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada Tahun 2024 terdapat 2 Kasus 

yang sama pada 10 Juni 2024 praktik perdagangan orang dengan modus 

pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Negara Malaysia, Personel Subdit 

IV Ditreskrimum Polda Lampung menangkap 3 tersangka, Tati Nawati (38) 

warga Teluk Betung Timur Bandar Lampung, Sofa Aprianto (37) warga 

Tanggamus, dan Jepri Saputra (36) warga Pesawaran
5
,  

 

Kasus yang sama pun kembali terjadi pada 7 November 2024 Polda Lampung 

melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) mengungkap kasus 

                                                             
3
 Indaih Sairi, dkk. "Implikaisi Pienieraipain Paisail-Paisail Kairiet dailaim Undaing-Undaing Nomor 35 

Taihiun 2009 tientaing Nairkotikai Tierhaidaip Pienyailaihgiunai Nairkotikai iuntiuk Dirinyai Siendiri dailaim 

Miempierolieh Haik Riehaibilitaisi di Piengaidilain Niegieri Jaikairtai Timiur." Jiurnail Ilmia ih Hiukium 

Dirgaintairai – Faikiultais Hiukium Univiersitais Dirgaintairai Mairsiekail Siuryaidairmai Vol. 11, No. 1 (2020): 

143. 
4
 Vinai Oktaiviai;https://www.kompais.id/baicai/niusaintairai/2023/06/13/poldai-laimpiung-iusiut-jairingain-

pienyieliundiupain-piekierjai-migrain  diaiksies paidai 13 Jiuni 2025 piukiul 21:11 WIB 
5
 https://tribraitainiews.laimpiung.polri.go.id/dietaiil-post/poldai-laimpiung-iungkaip-kaisius-tppo-bierkiedok-

piekierjai-imigraisi-indoniesiai-iliegail diaiksies paidai 10 Jiuni 2025 piukiul 18:25 WIB 



3 

 

tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan jaringan pengiriman pekerja 

migran   ke Malaysia secara ilegal.Berdasarkan laporan dari masyarakat, Subdit 

IV Renakta Polda Lampung menangkap seorang tersangka an. S (41), warga 

Dusun 2, Kelurahan Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten 

Lampung Tengah
6
. 

 

Tabel 1.1 Berikut Kasus Pekerja Migran Indonesia Ke Malaysia Ilegal di Polda 

Lampung 

No Korban Tahun 

1 24 2023 

2 4 2024 

Sumber : web.tribratanews/PoldaLampung 

 

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel diatas, kasus pekerja migran 

Indonesia yang berangkat secara ilegal ke Malaysia dan ditangani oleh Polda 

Lampung menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 

2023 tercatat sebanyak 24 korban, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya 

menurun drastis menjadi 4 korban. Penurunan ini dapat mencerminkan 

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan risiko jalur non-

prosedural, serta efektivitas upaya penegakan hukum dan sosialisasi yang 

dilakukan oleh aparat kepolisian bersama instansi terkait. 

 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 

seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, atau 

penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi. Fenomena ini sering 

dianggap terjadi di luar negeri,  padahal perbudakan modern juga terjadi  di dalam 

                                                             
6
 https://tribraitainiews-rieslaimpiungsielaitain.laimpiung.polri.go.id/dietaiil-post/poldai-laimpiung-taingkaip-

pieriekriut-piekierjai-migrain -non-prosiediurail-jairingain-mailaiysiai diaiksies paidai 14 jiuni 2025 piukiul 09:07 

WIB 
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negeri, termasuk di Indonesia. Kejahatan perdagangan orang semakin mendapat 

perhatian global, mengingat dampaknya yang serius terhadap korban, baik dalam 

bentuk eksploitasi seksual, buruh paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya.
7
 

 

Human trafficking atau perdagangan orang semakin menjadi isu kontroversial 

baik di tingkat nasional maupun internasional, dianggap sebagai bentuk 

perbudakan modern. Tindak pidana ini melibatkan sindikat yang tidak hanya 

terdiri dari pelaku laki-laki kasar, tetapi juga pasangan suami istri atau individu 

yang tampak baik dan dapat memanipulasi calon korban. Modus operandi 

perdagangan orang sering kali melibatkan manipulasi dan janji palsu mengenai 

masa depan yang lebih baik, seperti pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik
8
. 

Perdagangan orang biasanya untuk tujuan prostitusi, pornografi, pekerja rumah 

tangga, atau bahkan penjualan organ tubuh. Ini adalah pelanggaran serius terhadap 

hak asasi manusia, merampas kebebasan, martabat, dan hak dasar korban
9
. 

 

Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan sering menjadi 

korban, terjebak dalam eksploitasi seksual, kerja paksa, atau perbudakan. Tindak 

Pidana Perdagangan Orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 

21/2007). Dalam UU tersebut, perdagangan orang diakui sebagai kejahatan yang 

melibatkan jaringan terorganisir yang melintas batas negara dan dapat mengancam 

masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 1 UU ini menjelaskan bahwa perdagangan 

orang mencakup perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman atau paksaan untuk tujuan eksploitasi
10

. 

 

                                                             
7
 Eddyono Saintoso. “Pieriempiuain Piekierjai Migrain non-riegiulier: Konflik Hiukium dailaim Piengaitiurain 

Pierdaigaingain Oraing dain Pieyieliundiupain Oraing.” Jiurnail Hiukium dain Piembaingiunain Vol. 51, No.4 

(2021):31 
8
 Fairhainai, Raisjidi. Aspiek Hiukium Pierdaigaingain Oraing di Indoniesiai. Jaikairtai: Univiersitais Islaim 

Jaikairtai, 2020, p. 42.; 
9
 Maidie Sidiai Wiedaismairai. "Tindaik Pidainai Pierdaigaingain Oraing." Jiurnail Yiustitiai Vol. 12, No. 1 

(2018): 86. 
10

 Biudi Siuhairyainto. "Qiuo Vaidis Pierlindiungain Hiukium Tierhaidaip Korbain Mielailiui Riestitiusi." Jiurnail 

Hiukium dain Pieraidilain Vol. 2, No. 1 (2023): 36. 
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang mengatur bahwa : "setiap orang yang melakukan 

perekrutan,pengangkutan, penampunganm pengiriman, pemindahan atau 

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun 

memperoleh persetujuan dari orang lain yang memegang kendali atas orang lain 

untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp.120.000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)." Sanksi yang Sama ini juga berlaku 

untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang 

mengakibatkan orang tereksploitasi
11

. 

 

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang penulis uraikan dapat di 

ketahui bahwa peran Kepolisian terhadap pekerja migran  sebagai korban Tindak 

Pidana Perdagangan Orang khususnya pada Tindak Pidana pekerja migran   masih 

belum maksimal,oleh sebab itu penulis tertarik mengkaji hal tersebut dalam 

penilitian dengan judul : "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia  (Studi 

Kasus di POLDA Lampung). 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 Eddy Rifa ii, Kaijiain Yiuridis-Kriminologis Pienainggiulaingain Eksploitaisi Sieksiuail Komiersiail Anaik 

(ESKA) di Baindair Laimpiung dailaim airtikiel, Baindair Laimpiung, 2010. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka 

pernasalahan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana 

perdagangan orang terhadap pekerja migran   Indonesia ke Malaysia? 

2. Apakah faktor penghambat kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana 

perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia ke Malaysia? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana formil, khususnya 

mengenai upaya kepolisian dalam penyidikan kejahatan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dengan korban Pekerja migran Indonesia ke Malaysia yang 

ilegal dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polda Lampung. Penelitian ini 

juga memiliki ruang lingkup waktu pada Tahun 2025. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diangkat,maka tujuan penelitian 

ini adalah :  

a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana 

perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia ke Malaysia 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana 

perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia ke Malaysia 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kegunaan teoritis 
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Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi berguna untuk 

menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum 

Pidana dalam rangka memberikan penjelasan mengenai peran kepolisian 

dalam penyidikan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan 

korban Pekerja Migran Ilegal. 

 

b. Kegunaan praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat pihak kepolisian dalam 

melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi Tindak 

Pidana Perdagangan Orang dengan korban Pekerja Migran Ilegal yang 

semakin berkembang. Serta di harapkan dapat meningkatkan kewaspadaan 

kemungkinan terjadinya kejahatan Tindak Pidana menghadapi Perdagangan 

Orang dengan korban Pekerja Migran Ilegal oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka teori 

Kerangka Penelitian Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan 

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi - dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti
12

. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Teori Peran 

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu 

peristiwa, dalam hal ini peran meliputi juga dengan lembaga. Soerjono 

Soekanto menyatakan bahwa suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke 

dalam dasar-dasar sebagai berikut
13

 : 

                                                             
12

 . Soierjono Soiekainto, Piengaintair Pienielitiain Hiukium, Jaikairtai: UI Priess,2010, hlm. 125. 
13

 Siunairto, Kietierpaidiuain dail!aim Pienainggiulaingain Kiejaihaitain, (Baindair Laimpiung: Aiurai, 2016), 

hlm.34 
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1. Peranan yang ideal (ideal role) 

Ini adalah gambaran mengenai peran yang sempurna atau ideal menurut 

norma, nilai, dan aturan sosial yang berlaku. 

Artinya, masyarakat memiliki bayangan atau standar tertentu tentang 

bagaimana seharusnya seseorang bertindak sesuai dengan kedudukannya. 

 

2. Peranan yang seharusnya (expected role) 

Merupakan peranan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap seseorang 

yang menempati posisi atau jabatan tertentu. 

Harapan ini berasal dari lingkungan sosial dan sering kali menyesuaikan 

dengan kondisi nyata dalam masyarakat. 

→ Contoh: Masyarakat mengharapkan seorang polisi untuk menegakkan 

hukum dan melindungi warga dari tindak kejahatan. 

 

3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) 

Adalah pandangan individu tentang bagaimana seharusnya ia berperan, 

berdasarkan pemahaman dan kesadarannya sendiri. 

Dengan kata lain, ini adalah persepsi pribadi seseorang tentang tanggung 

jawab dan perilaku yang perlu dijalankan dalam perannya. 

 

4. Peranan yang sebenernya dilakukan (actual role) 

Merupakan peranan nyata yang benar-benar dilakukan seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Peran ini sering kali tidak sepenuhnya sama dengan peranan ideal atau yang 

diharapkan, karena bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemampuan 

pribadi, situasi sosial, atau kendala lingkungan. 

 

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan seharusnya 

adalah memang peranan yang dikehendaki oleh undang-undang, sedangkan yang 

dianggap oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang 

telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-
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kenyataan, dalam kehendak ini hukum harus kemampuannya berdasarkan 

kenyataan yang ada. 

 

Berdasarkan teori tersebut Sunarto mengambil suatu pengertian bahwa : 

1. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan 

normatif,dalam penegakkan hukum memiliki arti penegakkan hukum secara 

total,yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (substantive of 

criminal law) 

2. Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan akan membentuk peranan 

factual yang dimiliki Kepolisian. 

3. Peranan ideal dapat diartikan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan 

oleh pemegang peran tersebut. Kepolisian sebagai salah satu organiasi formal 

diharapkan berfungsi dalam penegakkan hukum dapat bertindak sebagai 

pengayom bagi masyarakat dan dapat mewujudkan ketertiban dan rasa aman 

di masyarakat
14

. 

 

b. Teori faktor - faktor penghambat penegakkan hukum 

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang menghambat penegakan hukum 

sebagai berikut : 

1. Faktor hukumnya atau peraturan itu sendiri. Dilihat dari adannya peraturan 

undang - undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan 

dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. 

 

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan 

menerapkan hukum.  

 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

 

4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku dan diterapkan. 

 

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
15

 

                                                             
14

 Fikry Lait iukaiiu, Progriess Pierainain Kiepolisiain Dailaim Sistiem Pieraidilain Pidainai, Thaibligh:Jiurnail 

Komiunikaisi Pienyiairain Islaim 3, No. 2(2022):99-115. 
15

 Bairdai Naiwaiwi Ariief, Kiebijaikain Hiukium Pidainai, (Baindiung: Citrai Adityai Baikti, 2002), hlm.109 
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2. Konseptual  

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang 

diteliti atau diketahui.
16

 

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dia menjalankan suatu 

peran.
17

 

b. Kepolisian adalah tokoh dalam masyarakat yang harus tetap menggambarkan 

sebagaimana diharapkan masyarakat tentang dirinya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam tugasnya polisi adalah seorang yang jujur, 

berintegritas, rajin, loyal dan semua kualitas yang diharpkan ditemukan 

dalam warga negara teladan.
18

 

c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
19

 

d. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang 

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap 

perbuatan dan diadakan penghukuman.
20

 

e. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan,penerimaan,pemindahan,atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan,   penipuan,   penyalahgunaan    kekuasaan   atau   posisi     rentan,  

                                                             
16

 Soierjono Soiekainto, Piengaintair Pienielitiain Hiukium, Jaikairtai: Univiersitais Indoniesiai, 2007, hlm.132 
17

 Soiejono Soiekainto,Sosiologi Siuaitiu Piengaintair, 2012, hlm. 212 
18

 Eko Biudihairjo, Rieformaisi Kiepolisiain, Cv. Saihaibait, 1998, hlm. 31 
19

 Firmain Wija iyai, Efiektivitais Pielaiksainaiain Pienyielidikain dain Pienyidikain dailaim Sistiem Pieraidilain 

Pidainai di Indoniesiai (disaimpaiikain dailaim kiegiaitain raipait di BPHN-23 Sieptiembier 2022) 
20

 R. Tieriesai, Azaiz-aizaiz Hiukium Pidainai Disiertaii Piembaihairiuain Pidainai yaing Pienting, Tiairai 

LTD,Jaikairtai, 1979, hlm.27 
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penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperolah 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik 

yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara,untuk tujuan 

eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
21

 

f. Pekerja migran   adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari 

satu negara ke negara lain yang akan dipekerjaan oleh siapapun selain dirinya 

sendiri.
22

 

g. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara 

geografis terletak pada posisi strategis, yakni di  persilangan antara dua benua 

(Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik).Karena letak geografisnya yang strategis dan besarnya luas 

perairan, Indonesia berbatasan langsung di laut dengan 10 (sepuluh) negara 

tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, 

Palau, Papua Nugini, Timor-Leste,dan Australia.
23

 

h. Malaysia merupakan negara yang memperoleh kemerdekaan pada 31 Agustus 

1957. Malaysia merupakan sebuah Negara Bangsa yang terbagi menjadi 

Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.Malaysia terdiri dari 13 negara 

bagian yaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, 

Pahang, Melaka, Johor,Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak dan satu 

pemerintah federal yang terdiri dari 3 Wilayah yaitu Wilayah Persekutuan 

Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan 

Putrajaya.
24

 

 

 

 

 

                                                             
21

 Paiiul Sinailaiielo ie, Tindaik Pidainai Pierdaigaingain Oraing, Mailaing : Sietairai Priess, 2017, hlm. vi 
22

 Silmi Niuriul Utaimi ; https://www.kompais.com/skolai/rieaid/2021/09/02/153000769/aipai-it iu-

piekierjai-migrain - diaiksies paidai 7 April 2025 piukiul 13.43 WIB 
23

 https://bierkais.dpr.go.id/aikd/dokiumien/RJ1-20170619-094342-7273.pdf diaiksies paidai 7 April 

2025 piukiul 13.47 WIB 
24

 Portail Piusait Maikliumait Raikyait.Profil Maila iysiai. 2014 dailaim 

http://pmr.pienieraingain.gov.my/indiex.php/profil-mailaiysia i/4-gieograifi.html 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika adalah urutan-urutan tertentu dalam penulisan yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun 

sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab yang diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahulan yang berisi tentang latar belakang penulisan 

skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan 

konseptual, serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai digunakan sebagai pengantar dalam 

memahami pengertian umum tentang pokok bahasan yang merupakan 

tinjauan yang bersifat teoritis yang akan ipergunakan sebagai bahan studi 

perbandingan antara teori dan praktek. 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang 

akan digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang 

sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bab yang berisi jawaban atau pokok permasalahan yang akan 

dibahas yaitu Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak PIdana 

Perdagangan Orang dengan Korban Pekerja Migran   Ilegal (Studi Kasus di 

Polda Lampung). 

V.  PENUTUP 

Merupakan bab yang berisi hasil dari pokok-pokok permasalahan yang telah 

diteliti yaitu berupa kesimpulan serta aran-saran yang berhubungan dengan 

permasalahan yang ada dalam penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Kepolisian 

 

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga 

penyelenggara fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

yang utama adalah menegakkan hukum dan melayani masyarakat umum serta 

melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan dan memberikan perlindungan 

pada masyarakat.
25

 Fungsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu 

ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

1. Fungsi kepolisian 

Fungsi utama kepolisian adalah menghentikan suatu yang tidak seharusnya terjadi 

dan mendorong seseorang untuk berbuat baik dari sekarang. Dalam artian bahwa 

fiungsi enegakkan hukum pada kepolisian harus dilakukan secara bergandengan 

dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman,dan pelayanan kepada 

masyarakat.
26

 

 

a. Tugas pokok kepolisian 

Tugas kepolisian di bagi menjadi dua golongan yaitu tugas represif dan tugas 

preventif. Tugas represif ini mirip dengan tugas kekuasaan cksekutif yaitu 

menjalankan peraturan apabila terjadi peristiwa pelanggaran hukum. 

Sedangkan tugas preventif adalah menjaga dan mengawasi agar peraturan 

                                                             
25

 Miuhaimmaid Giunt iur, "Fiungsi Kiepolisiain Niegairai Dailaim Piemielihairaiain Kieaimainain", diaiksies dairi 

http://miediai.nieliti.com/ paidai tainggail 13 miei 2020 piukiul 16.01 
26

 Ibid 
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hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Dalam Undang-Undang Kepolisian 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas 

pokok kepolisian adalah : 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

b. Menegakkan hukum 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

b. Wewenang kepolisian 

Sesuai dengan rumusan fingsi, tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka dapat dikatakan 

fungsi utama kepolisian atau wewenang nya adalah
27

: 

 

1. Tugas di bidang preventif 

Segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian preventif untuk memelihara 

keamanan, dan menjaga ketertiban masyarakat, termasuk memberi 

perlindungan dan pertolongan khusunya mencegah terjadinya tindak 

kejahatan dan pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini 

diperlukan bantuan dan tenaga professional dan teknik tersendiri seperti 

patroli, penjagaan pengawalan dan pengamanan. 

 

2. Tugas dibidang represif 

Pada bidang represif terdapat (2) jenis tugas dan fungsi kepolisian Negara 

Republik Indonesia yaitu represif justisil dan non-justisil UU No.20 Tahun 

2002 memberi peran polri untuk tindakan epresif justisil terkait dengan 

Pasal 18 ayat (1), yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya 

menyangkut kasus ringan. KUHP memberi peran polri dalam 

melaksanakan wewenang respresif justisil dengan menggunakan azas 

legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat 

                                                             
27

 Divisi Hiumais Polri, "Tiugais, Fiungsi, dain Wiewienaing Polri" diaiksies dairi 

http://hiumais.polri.go.id/, paidai tainggail 7 April 2025 piukiul 14.11 WIB 
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substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum 

acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi 

tindakan pidana,penyidik melakukan kegiatan berupa : 

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak 

pidana; 

2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan; 

3. Mencari serta mengumpulkan bukti; 

4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi; 

5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana 

 

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 

 

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kìepada apa yang 

disìebut dìengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfìeit, dìelik, pìerbuatan 

pidana), pìertanggung jawaban pidana (criminal rìespìonsibility) dan masalah 

pidana dan pìemidanaan. Istilah tindak pidana mìerupakan masalah yang 

bìerhubungan ìerat dìengan masalah kriminalisasi (criminal pìolicy) yang diartikan 

sìebagai prìosìes pìenìetapan pìerbuatan ìorang yang sìemula bukan mìerupakan tindak 

pidana mìenjadi tindak pidana, prìosìes pìenìetapan ini mìerupakan masalah 

pìerumusan pìerbuatan-pìerbuatan yang  bìerada di luar diri sìesìeìorang.
28

 

 

Pìengìertian kìebijakan atau pìolitik hukum pidana dapat dilihat dari pìolitik hukum 

maupun dari pìolitik kriminal, mìenurut Sudartìo, pìolitik hukum adalah usaha untuk 

mìewujudkan pìeraturan-pìeraturan yang baik sìesuai dìengan kìeadaan dan situasi 

tìertìentu. Kìebijakan dari nìegara mìelalui badan-badan yang bìerwìenang untuk 

mìenìetapkan pìeraturan-pìeraturan yang digunakan untuk m ìengìeksprìesikan apa 

yang tìerkandung dalam masyarakat untuk mìencapai apa yang dicita- citakan.
29

 

 

                                                             
28

 Raisyid Arimain dain Faihmi Raighib, Hiukium Pidainai, (Mailaing: Sietairai Priess, 2016), hlm.57. 
29

 Siudairto,Hiukium dain Hiukium Pidainai.Baindiung:Aliumni,1981 
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Bìertìolak dari pìengìertian di atas Sudartìo sìelanjutnya mìenyatakan, bahwa 

mìelaksanakan pìolitik hukum pidana bìerarti mìengadakan pìemilihan untuk 

mìencapai hasil undang-undangan pidana yang paling baik dalam arti mìemìenuhi 

syarat kìeadilan dan daya guna mìelihat dari bagian dari pìolitik hukum, maka 

pìolitik hukum pidana mìengandung arti, bagaimana mìengusahakan atau mìembuat 

dan mìerumuskan suatu pìerundang-undangan pidana yang baik. Usaha dan 

kìebijakan untuk mìembuat pìeraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya 

tidak dapat dilìepaskan dari tujuan pìenanggulangan kìejahatan. Kìebijakan atau 

pìolitik hukum pidana juga mìerupakan bagian dari pìolitik kriminal, dilihat dari 

sudut pìolitik kriminal, maka pìolitik hukum pidana idìentik dìengan pìengìertian 

"kìebijakan pìenanggulangan kìejahatan dìengan hukum pidana.
30

 

 

Dìefinisi pìenìegakan hukum hanya m ìencakup upaya aparat pìenìegakan hukum 

tìertìentu untuk mìenjamin dan mìemastikan bahwa aturan dilaksanakan dìengan 

bìenar. Sìetiap subjìek hukum tìerlibat dalam pìenìegakan hukum dalam sìetiap 

hubungan hukum, dan mìencakup upaya untuk mìenìetapkan atau mìenìerapkan 

standar hukum sìebagai pìedìoman pìerilaku dalam kìehidupan masyarakat dan 

nìegara. Pìenìegakan hukum dan tindak pidana mìemiliki kìetìerkaitan langsung 

karìena pìenìegakan hukum bìertujuan untuk mìencìegah, mìenindak, dan mìembìerikan 

sanksi tìerhadap pìerbuatan yang mìelanggar hukum pidana. 

 

Tanpa pìenìegakan hukum yang t ìegas dan adil, tindak pidana akan tìerus 

bìerkìembang dan mìengancam kìetìertiban sìerta kìeadilan dalam masyarakat. Tindak 

pidana mìerupakan pìerbuatan yang mìelanggar hukum dan dikìenakan sanksi. Ini 

mìeliputi dua bìentuk, yaitu tindakan aktif yang m ìelanggar larangan hukum dan 

tindakan, pasif yang m ìengabaikan kìewajiban hukum. Tindak pidana sìecara 

sìedìerhana dapat didìefinisikan sìebagai tindakan yang m ìengandung ìelìemìen sìepìerti 

tindakan yang dilarang ìolìeh undang- undang, tidak mìemiliki alasan pìembìenar, 

dan mìelawan  hukum.Namun, individu yang dianggap t ìerpidana adalah mìerìeka 

                                                             
30

 Bairdai Naiwaiwi Ariief, Biungai Raimpaii Kiebijaikain Hiukium Pidainai,  Prienaindai Miediai, 1996, 

hlm.26-27 
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yang tìelah mìelakukan atau sìedang mìelakukan tindak pidana yang dilarang ìolìeh 

hukum pidana, dan tindakan mìerìeka diancam dìengan pidana bìerdasarkan 

kìeputusan, hakim yang t ìetap Aparatur pìenìegak hukum mìemiliki kìemampuan 

untuk mìenggunakan kìekuatan paksa untuk mìenjamin kìetìeguhan hukum apabila 

dipìerlukan.
.31

 

 

Kìebijakan atau pìolitik hukum pidana juga m ìerupakan bagian intìegral dari 

kìebijakan atau pìolitik sìosial (sìocial pìolicy). Kìebijakan sìosial (sìocial pìolicy) dapat 

diartikan sìebagai sìegala usaha yang rasi ìonal untuk mìencapai kìesìejahtìeraan 

masyarakat dan sìekaligus mìencakup pìerlindungan masyarakat. Jadi, di dalam 

pìengìertian sìocial pìolicy sckaligus tìercakup di dalamnya sìocial wìelfarìe pìolicy dan 

sìocial dìefìencìe pìolicy. Dilihat dalam arti luas, k ìebijakan hukum pidana dapat 

mìencakup rang lingkup kìebijakan di bidang hukum pidana matìerial, dalam bidang 

hukum Pidana fìormal dan bidang hukum pìelaksanaan pidana.
32

 

 

Pìenyidikan adalah sìerangkaian tindakan yang dilakukan ìolìeh pìejabat pìenyidik 

untuk mìencari dan mìengumpulkan bukti guna mìengungkap tindak pidana dan 

mìenìemukan pìelakunya. Pìenyidik adalah pìetugas yang dibìeri wìewìenang untuk 

mìelaksanakan pìenyidikan tìersìebut. Pìenyidikan dimulai sìegìera sìetìelah adanya 

infìormasi yang cukup mìengìenai pìelanggaran hukum.
33

 Aturan tìentang pìenyidikan 

diatur dalam Pìeraturan Kìepìolisian Nìegara Rìepublik Indìonìesia Nìomìor 6 Tahun 

2019 tìentang Pìenyidikan Tindak Pidana, yang m ìenggantikan Pìerkap Nìomìor 14 

Tahun 2012. Mìenurut Pìeraturan ini, pìenyidikan bìertujuan untuk mìengumpulkan 

bukti yang dapat m ìenjìelaskan tindak pidana dan m ìenìemukan tìersangka. Pasal 13 

Ayat (1) Pìeraturan tìersìebut mìenyatakan bahwa pìenyidikan dimulai bìerdasarkan 

Lapìoran Pìolisi dan Surat Pìerintah Pìenyidikan. 

 

                                                             
31

 Fristiai Bierdiain Taimzai, Pierain Kiepolisiain dailaim Pienyidikain Tindaik Pidainai (skripsi, Univiersitais 

Miuhaimma idiyaih Mailaing, 2020):45 
32

 Siudairto, Hiukium dain Hiukium Pidainai, Baindiung: Aliumni, 1981 
33

 Waiwaincairai tidaik tierstriuktiur diengain M. Jiuwain Kairai Pienyidik Piembait iu  Unit TPPO Poldai 

Laimpiung, Paidai 07 April 2025 Piukiul 13.30 WIB 



18 

 

Tìerkait prìosìes pìenyidikan, dua dìokumìen utama yang mìenjadi dasar 

pìelaksanaannya adalah Lapìoran Pìolisi dan Surat Pìerintah Pìenyidikan. Lapìoran 

Pìolisi adalah dìokumìen rìesmi yang disusun ìolìeh kìepìolisian sìetìelah mìenìerima 

lapìoran atau pìengaduan dari masyarakat m ìengìenai dugaan tindak pidana. Lap ìoran 

ini mìenjadi awal dari sìeluruh prìosìes pìenyidikan dan mìemuat infìormasi pìenting 

sìepìerti idìentitas pìelapìor, waktu dan tìempat kìejadian, sìerta uraian singkat pìeristiwa 

yang dilapìorkan. 

 

Surat Pìerintah Pìenyidikan (Sprindik) adalah dìokumìen yang dikìeluarkan ìolìeh 

atasan pìenyidik untuk mìembìeri kìewìenangan kìepada pìenyidik dalam mìelakukan 

pìenyidikan tìerhadap kasus tìertìentu. Sprindik bìerisi pìerintah untuk mìelakukan 

tindakan pìenyidikan sìepìerti mìemìeriksa saksi, tìersangka, pìenggìelìedahan, 

pìenyitaan barang bukti, dan tindakan lainnya guna m ìengumpulkan bukti dan 

mìengungkap fakta. Dìokumìen ini juga mìencantumkan nìomìor pìerkara, idìentitas 

tìersangka (jika ada), dan rincian tindak pidana yang dis ìelidiki. Kìedua dìokumìen 

ini sangat pìenting karìena tanpa adanya Lapìoran Pìolisi dan Sprindik, pìenyidik 

tidak mìemiliki dasar hukum yang sah untuk m ìenjalankan tugasnya. 

 

Pìenyidikan mìencakup kìegiatan sìepìerti mìemìeriksa saksi, mìengubah status 

pìenahanan tìersangka, mìelakukan pìenggìelìedahan dan pìenyitaan, sìerta mìeminta 

kìetìerangan ahli jika dipìerlukan. Sìebìelum pìenyidikan, dilakukan pìenyìelidikan 

untuk mìenìentukan apakah suatu pìeristiwa dapat dikatìegìorikan sìebagai tindak 

pidana dan layak untuk dilakukan pìenyidikan. Mìenurut KUHAP, pìenyìelidikan 

adalah sìerangkaian tindakan untuk mìenìentukan apakah pìeristiwa yang diduga 

tindak pidana dapat dilanjutkan k ìe tahap pìenyidikan sìesuai dìengan prìosìedur yang 

diatur dalam undang-undang. 

 

Sistìematika singkat Pìeraturan Kapìolri Nìomìor 6 Tahun 2019 tìentang Pìenyidikan 

Tindak Pidana mìencakup bìebìerapa bagian pìenting. Pìendahuluan mìenguraikan 

latar bìelakang dan tujuan pìenìerbitan pìeraturan ini. Kìetìentuan Umum bìerisi 

dìefinisi sìerta ruang lingkup dari pìeraturan ini. Bagian Pìenyidikan mìenjìelaskan 
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tìentang prìosìes pìenyìelidikan, dimulainya pìenyidikan, pìenggunaan upaya paksa, 

pìemìeriksaan, pìenìetapan tìersangka, pìembìerkasan, sìerta prìosìedur pìenyìerahan 

bìerkas pìerkara, tìersangka, dan barang bukti, sìerta pìenghìentian pìenyidikan. 

Pìenyidikan Tìerhadap Tindak Pidana Khusus mìengatur pìenyidikan tìerhadap tindak 

pidana tìertìentu sìepìerti kìorupsi, tìerìorismìe, narkìotika, dan kìejahatan tìerhadap 

kìeamanan nìegara. Pìenutup bìerisi tìentang pìengawasan dan ìevaluasi sìerta kìetìentuan 

pìeralihan.
34

 

 

Usaha-usaha yang rasiìonal untuk mìenanggulangi kìejahatan tidak hanya cukup 

dìengan mìenggunakan sarana hukum pidana (p ìenal), tìetapi dapat juga 

mìenggunakan sarana-sarana nìon pìenal (sarana di luar hukum pidana). Mìenurut 

Barda Nawawi Ariìef, kìebijakan pidana dìengan Sarana pìenal adalah 

pìenanggulangan kìejahatan dìengan mìenggunakan hukum pidana yang di dalamnya 

tìerdapat dua masalah sìentral, yaitu:
35

 

1. Pìerbuatan apa yang s ìeharusnya dijadikan tindak pidana. 

2. Sanksi apa yang s ìebaiknya digunakan atau dikìenakan kìepada pìelanggar. 

 

Analisis tìerhadap dua masalah tìersìebut tidak dapat dilìepaskan dari kìonsìepsi 

intìegral antara kìebijakan kriminal dan kìebijakan sìosial atau kìebijakan 

pìembangunan nasiìonal. 

 

Pìemìecahan masalah di atas harus diarahkan pada p ìencapaian tujuan-tujuan 

tìertìentu dari kìebijakan sìosial pìolitik yang tìelah ditctapkan. Kìebjakan hukum 

pidana, tìermasuk pula kìebjjakan dalam mìenangani dua masalah di atas harus 

dilakukan dìengan pìendìekatan yang bìerìoriìentasi pada kìebijakan (pìolicy ìoriìentìed 

apprìoach). Dìengan kata lain, kìebijakan pìenal mìerupakan rangkaian kìegiatan 

pìenindakan yang ditujukan kìe arah pìengungkapan sìemua kasus tindak pidana 

                                                             
34

 Dimais Rizai Raichmain1, Sielaimait Liumbain Gaiol2,Pierain Pienyidik Dailaim Pienyidikain Tindaik 

Pidainai Pierdaigaingain Oraing (Stiudi Kaisius Di Wilaiyaih Hiukium Polries Mietro Jaikairtai Bairait Pieriodie 

1 Jainiuairi 2023 S/d 31 Diesiembier 2023),Jiurnail Kaijiain Hiukium dain Kieaidilain,Voliumie 3 Nomor 1 

Fiebriuairi 2025,E-ISSN 3048-0493 (2024) hail 102-103. 
35

 Bairdai Naiwaiwi Ariief, Maisailaih Pieniegaikain Hiukium dain Kiebijaikain Pienainggiulaingain 

Kiejaihaitain,Baindiung: Citrai Adityai Baikti, 2001, hlm. 168. 
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yang tìelah tìerjadi, yang disìebut sìebagai ancaman paksa lainnya yang disahkan 

mìenurut undang-undang.
36

 

 

Bìerbicara mìengìenai kìebijakan kriminal (criminal pìolicy), khususnya mìelalui 

upaya pìenal,dìengan sìendirinya ìorang akan bìersìentuhan dìengan kriminalisasi 

(criminalizatiìon) yaitu usaha mìemasukkan suatu pìerbuatan tìertìentu mìenjadi suatu 

kìejahatan/tindak pidana. Kriminalisasi adalah upaya m ìengalihkan katìegìori suatu 

pìerbuatan yang pada mulanya bukan mìerupakan tindak pidana mìenjadi suatu 

tindak pidana. Dalam krimininalisasi umumnya dis ìertai dìengan pìenalisasi yaitu 

pìembìerian ancaman pidana pada kriminalisasi tindak pidana. Ol ìeh karìena itu, 

kriminalisasi mìengatur baik ruang lingkup pìerbuatan yang bìersifat mìelawan 

hukum (actus rìeus),pìertanggungjawaban pidana (mìens rìea), maupun sanksi yang 

dapat dijatuhkan baik bìerupa pidana (punishmìent) maupun tindakan (trìeatmìent) 

Kìebijakan pidana dìengan sarana nìon pìenal adalah kìebjakan pìenanggulangan 

kìejahatan dìengan sarana nìon pìenal hanya mìeliputi pìenggunaan sarana sìosial 

untuk mìempìerbaiki kìondisi-kìondisi sìosial tìertìentu, namun sìecara tidak langsung 

mìempìengaruhi upaya pìencìegahan tìerjadinya kìejahatan.  

 

Pìenìerapan nìon pìenal yang bìerìoriìentasi pada kìebijakan sìosial mìerupakan 

kriminalisasi dalam hukum pidana, dìengan mìempìertimbangkan pada :
37

 

1. Pìenggunaan hukum pidana harus mìempìerhatikan tujuan pìembangunan 

nasiìonal, yaitu mìewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang m ìerata 

matìeriil dan spirituiil bìerdasarkan Pancasila; sìehubungan dìengan hal tìersìebut, 

maka pìenggunaan hukum pidana (pìenal) bìertujuan untuk mìenanggulangi 

kìejahatan dan mìengadakan pìengugìeran tìerhadap tindakan pìenanggulangan, 

dìemi kìesìejahtìeraan dan pìengayìoman masyarakat. 

2. Pìerbuatan yang diusahakan untuk dic ìegah dan ditanggulangi d ìengan hukum 

pidana (pìenal) harus mìerupakan pìerbuatan yang tidak dikìehìendaki,yaitu 

pìerbuatan yang m ìendatangkan kìerugian bagi warga masyarakat. 

                                                             
36
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3. Pìenggunaan hukum pidana harus pula mìempìerhatikan prinsip biaya dan hasil 

(cìost bìenìefit principlìe). 

4. Pìenggunaan hukum pidana (pìenal) harus pula mìempìerhatikan kapasitas atau 

kìemampuan daya k ìerja dari badan-badan pìenìegak hukum, yaitu jangan 

sampai ada kìelampauan bìeban tugas. Usaha nìon pìenal dapat mìeliputi bidang 

yang sangat luas mìeliputi sìeluruh kìebijakan sìosial. Tujuan utama dari usaha-

usaha nìon pìenal ditujukan untuk mìempìerbaiki kìondisi-kìondisi sìosial tìertìentu, 

yang sìecara tidak langsung m ìempunyai p ìengaruh prìevìentif tìerhadap 

kìejahatan. Dìengan dìemikian, dari sudut pìolitik hukum pidana atau kìebijakan 

hukum pidana mìempunyai kìedudukan yang stratìegis bagi usaha.  

 

C. Tindak Pidana Pìerdagangan Orang 

 

Tindak pidana pìerdagangan ìorang bìerdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 

Nìomìor 21 Tahun 2007 tìentang Tindak Pidana Pìerdagangan Orang yaitu tindakan 

pìerìekrutan, Pìengangkatan, pìenampungan, pìengiriman, pìemindahan atau 

pìenìerimaan sìesìeìorang dìengan ancaman kìekìerasan, penggunaan 

kekerasan,pìenculikan, pìenyìekapan, pìemalsuan, pìenipuan, pìenyalahgunaan 

kìekuasaan atau pìosisi rìentan, pìenjìeratan utang atau mìembìer bayaran atau manfaat, 

sìehingga mìempìerìolìeh pìersìetujuan dari ìorang yang mìemìegang kìendali atas ìorang 

lain tìersìebut baik yang dilakukan didalam N ìegara maupun antar Nìegara, untuk 

tujuan ìeksplìoitasi atau mìengakibatkan ìorang tìerìeksplìoitasi.Kìejahatan 

pìerdagangan ìorang adalah kìejahatan yang tìerìorganisir, dimana para pìelaku 

kìejahatan human trafficking m ìemiliki pìeran bìerbìeda satu dìengan yang lainnya. 

Disamping itu kìejahatan trafficking cakupannya m ìencapai Juar nìegìeri. Ada 

bìebrapa hal yang diyakini untuk sìebuah jìenis kìejahatan tìerìorganisir, yaitu: 

1. Bìersifat glìobal dan transiìonal 

2. Mìelibatkan jaringan yang luas dan sist ìematik 

3. Mìemanfaatkan tìeknìolìogi tinggi. 
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Sanksi bagi pìelaku tindak pidana pìerdagangan ìorang adalah kurungan pìenjara 

atau dìenda. Sanksi kurungan pìenjara minimal 3 tahun maksimal 15 tahun pìenjara 

sìedangkan sanksi dìenda bagi pìelaku pìerìorangan mìencapai Rp.150.000,000-

Rp.600,000,000 rupiah, sìemìentara untuk pìerusahaan sanksi kurungan pìenjaranya 

minimal 9 tahun pìenjara dan maksimal 45 tahun kurungan p ìenjara, atau dìenda 

minimal Rp.360,000,000 rupiah dan maksimal Rp.1,8 miliar. 

 

Tiga ìelìemìen pìokìok yang tìerkandung dalam pìengìertian pìerdagangan ìorang, yaitu 

yang pìertama ìelìemìen pìerbuatan yang mìeliputi : mìerìekrut, mìengangkat, 

mìemindahkan, mìenyìembunyikan, atau mìenìerima. Yang kìedua : ìelìemìen sarana 

(cara) untuk mìengìendalikan kìorban, yang mìeliputi : ancaman, pìenggunaan, 

paksan, bìerbagai bìentuk kìekìerasan, pìenculikan, pìembìerian atau pìenìeriman atau 

kìeuntungan untuk mìempìerìolìeh pìersìetujuan dan mìemìegang kìendali atas kìorban. 

Yang kìetiga ìelìemìen tujuannya, yang mìeliputi: ìeksplìoitasi, sìetidaknya untuk 

prìostitusi atau bìentuk ìeksplìoitasi sìeksual lainnya, kìerja paksa, pìerbudakan, 

pìenghambat, dan pìengamnbilan ìorgan tubuh.
38

 

 

Tindak pidana pìerdagangan ìorang adalah bìentuk mìodìern dari pìerbudakan manusia 

Tindak pidana pìerdagangan ìorang juga mìerupakan salah satu bìentuk pìerlakuan 

tìerburuk dari pìelanggaran harkat dan martabat manusia. Bìertambah maraknya 

tindak pidana pìerdagangan ìorang di bìerbagai nìegara, tìermasuk Indìonìesia dan 

nìegara-nìegara bìerkìembang lainnya, tìelah mìenjadi pìerhatian Indìonìesia sìebagai 

bangsa masyarakat intìernasiìonal dan anggìota ìorganisasi intìernasiìonal, tìerutama 

Pìersìerikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bìerdasarkan bukti ìempiris, pìerìempuan dan 

anak adalah kìelìompìok yang paling banyak mìenjadi kìorban tindak pidana 

pìerdagangan ìorang. Kìorban dipìerdagangkan  tidak hanya untuk tujuan pìelacuran 

atau bìentuk ìeksplìoitasi sìeksual  lainnya,  tìetapi juga  mìencakup bìentuk ìeksplìoitasi  
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lain, misalnya kìerja paksa atau pìelayanan paksa, pìerbudakan atau praktìek sìerupa 

pìerbudakan itu. 

 

Pìelaku tindak pidana pìerdagangan ìorang mìelakukan pìerìekrutan, pìengangkutan, 

pìemnindahan, pìenyìembunyian atau pìenìerimaan ìorang untuk tujuan m ìenjìebak, 

mìenjìerumuskan atau mìemanfaatkan ìorang tìersìebut dalam praktìek ìeksplìoitasi 

dìengan sìegala bìentuknya dìengan ancaman kìekìerasan, pìenggunaan kìekìerasan, 

pìenculikan, pìemalsuan, pìenipuan, pìenyalahgunaan kìekuasaan atau pìosisi rìentan 

atau mìembìeri bayaran  atau manfaat sìehingga mìempìerìolìeh pìersìetujuan dari ìorang 

yang mìemìegang kìendali atas kìorban: Pìerdagangan manusia tìerutama pìerdagangan 

anak-anak mìerupakan suatu bìentuk pìerbudakan dan suatu, kìejahatan tìerìorganisasi 

(ìorganizìed crimìes) dan tìersistìematis.  

 

Pìerbudakan dalam kìesadaran dan kìeyakinan mìoral manusia, yang mìerupakan 

bìentuk pìelanggaran tìerhadap hak asasi manusia Sìebagai bìentuk kìejahatan 

tìerìorganisasi (ìorganizìed crimìes), pìerdagangan manusia cìendìerung mìelintasi 

batas-batas antar nìegara atau yang dikìenal transnatiìona/ ìorganizìed crimìe, 

disamping tindak kìejahatan lainnya sìepìerti narkìotika dan psikìotrìopika, 

pìenyìelundupan imigran, pìenyìelundupan sìenjata, pìencucian uang dan sìebagainya. 

Pìerdagangan ìorang mìerupakan bìentuk kìejahatan yang rìesikìonya rìendah namun 

bìesar pìerìolìehan kìeuntungannya. Sifat kìejahatannya yang sangat sist ìematis dan 

mìekanismìe-mìekanismìe canggih yang digunakan bìerpadu dìengan kìenyatan masih 

banyaknya nìegara yang bìelum mìemiliki hukum atau pìeraturan pìerundang- 

undangan sìebagaï instrumìen untuk mìembìerantas kìejahatan ini. 

 

Pìersìoalan pìerdagangan ìorang saat ini tìelah mìenjadi suatu kìeprihatinan bagi dunia 

intìernasiìonal, Hak asasi manusia (HAM) dianggap s ìebagai pìenyìebab sìekaligus 

akibat dari pìerdagangan ìorang. Pìelanggaran HAM yang dimaksud sìepìerti kìerja   

paksa, ìeksplìoitasi sìeksual dan tìenaga kìerja, kìekìerasan, sìerta pìerlakuan sìewìenang-

wìenang tìerhadap para kìorbannya. Para pìelaku pìerdagangan ìorang sìecara licik 

tìelah mìengìeksplìoitasi kìemiskinan, mìemanipulasi harapan dan kìepìolìosan dari para  
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kìorbannya dìengan mìenggunakan ancaman, intimidasi dan kìekìerasan untuk 

mìembuat para kìorban mìenjalani pìerhambaan paksa, mìenjalani pìeìonagìe, mìenjalani 

pìerhambaan karìena hutang (dìebt bìondagìe), dan pìerkawinan paksa atau palsu, 

tìerlibat dalam pìelacuran tìerpaksa atau untuk bìekìerja dibawah kìondisi yang 

sìebanding dìengan pìerbudakan untuk kìeuntungan pìedagang. Kìorban tidak lagi 

dipìerlakukan sìepìerti manusia, mìelainkan sìelayaknya budak yang dipaksa untuk 

mìemprìoduksi barang-barang murah ataupun m ìembìerikan layanan yang t ìerus 

mìenìerus. Mìerìeka hidup dalam kìetakutan dan banyak juga yang pada akhirya 

mìenjadi kìorban kìekìerasan.
39

 

 

Bìebìerapa faktìor yang pìenyìebab tìerjadinya  tindak pìerdagangan ìorang antara lain : 

faktìor lingkungan (pìengaruh ìorang lain), faktìor ìekìonìomi, faktìor pìendidikan, 

faktìor sìosial budaya. Tìetapi faktìor utama maraknya trafficking adalah kìemiskinan. 

Saat ini 37 juta masyarakat Ind ìonìesia hidup dibawah garis kìemiskinan, sìejumlah 

83% kìeluarga pìerkìotaan dan 99% kìeluarga pìedìesaan, faktìor lainnya yaitu 

pìendidikan sìebìesar 15% wanita dìewasa dan sìeparuh anak rìemaja tidak masuk 

sìekìolah sìehingga mìembìerikan pìeluang untuk mìenjadi kìorban trafficking. 

- Fakt ìor kìemiskinan atau ìekìonìomi 

Banyaknya kìemiskinan yang tìerjadi di Nìegara kita tidak dapat tìerlìepas dari 

adanya krisis ìekìonìomi, dimana tìeìori Marx yang mìenyatakan bahwa 

kriminalitas hanya prìoduk dari suatu sistìem ìekìonìomi yang buruk,tìerutama 

dari sistìem ìekìonìomi kapitalis. Dimana hanya ìorang yang mìemiliki 

kìekuasaan saja yang dapat bìertahan sìedangkan bagi ìorang tidak mìempunyai 

kìekuasaan maka hidupnya akan m ìengalami kìesulitan yang mìembuat 

mìeningkatnya kìemiskinan. Sìedangkan kìemiskinan dapat diartikan sìebagai 

kìeadaan sìesìeìorang atau kìeluarga yang tidak mampu mìenghidupi dirinya 

atau kìeluarganya sìendiri, sìepìerti layaknya kìehidupan ìorang lain, kìelìompìok 

lain atau anggìota masyarakat pada umumnya. kar ìena kìeadaan dìemikian itu 

yang mìembuat ìorang tìerdìesak atau mìendapat tìekanan, tìerutama 

tìekanan ìekìonìomi dan tìekanan sìosial.  
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Kìemiskinan mìenìempatkan ìorang pada kìesulitan dan kìeputus asaan yang 

dapat mìembuat mìerìeka sìemakin rìentan dìengan tìerhadap ìeksplìoitasi dari 

pihak lain, sìepìerti cìontìohnya pìelaku trafficking.
40

 

  

D. Pìekìerja Migran Indìonìesia 

 

Pìekìerja Migran Indìonìesia adalah warga nìegara Indìonìesia yang bìekìerja di luar 

nìegìeri,dìengan Indìonìesia mìenjadi salah satu pìenyìedia tìenaga kìerja migran   

tìerbìesar, tìerutama di Asia T ìenggara, Asia Timur, dan Timur Tìengah. Asia 

mìenjadi tujuan utama karìena pìerlindungan hukum yang l ìebih baik, mìeskipun 

tantangan tìetap ada. Banyak PMI (Pìekìerja Migran Indìonìesia) tidak tìercatat. 

 

Malaysia mìenjadi tujuan utama bagi PMI (Pìekìerja Migran Indìonìesia) yang ingin 

mìencari kìesìempatan di luar nìegìeri,mìenarik banyak pìekìerja migran   tìerutama dari 

Indìonìesia dìengan janji gaji yang l ìebih tinggi dan kìedìekatan gìeìografis yang 

mìemudahkan mìobilitas. Namun, kìebìeradaan PMI (Pìekìerja Migran Indìonìesia) di 

Malaysia juga m ìembawa risikìo dan masalah, tìerutama tìerkait pìerlindungan 

hukum yang kurang mìemadai. PMI (Pìekìerja Migran Indìonìesia) sìeringkali 

mìenghadapi kìondisi yang tidak manusiawi, tìerutama mìerìeka yang ilìegal atau 

tidak bìerdìokumìen, yang rìentan tìerhadap pìenipuan, pìenjìeratan utang, ìeksplìoitasi, 

kìekìerasan, hingga dìepìortasi.  

 

Pìemìerintah Malaysia mìenìerapkan bìebìerapa kìebijakan untuk mìengatur migrasi 

tìenaga kìerja, sìepìerti batasan untuk pìekìerja migran bìerkìetìerampilan rìendah, masih 

banyak tantangan yang harus dihadapi, tìermasuk manajìemìen migrasi yang 

mìemprihatinkan dan kìebijakan yang tidak sìelaras dìengan pìerlindungan pìekìerja 

migran.
41
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Pìekìerja migran Indìonìesia mìemiliki hak, yaitu m ìendapatkan pìekìerjaan di luar 

nìegìeri dan mìemilih pìekìerjaan sìesuai dìengan kìompìetìensinya, dapat mìempìerìolìeh 

aksìes pìeningkatan kapasitas diri mìelalui pìendidikan dan pìelatihan kìerja, 

mìempìerìolìeh infìormasi yang bìenar mìengìenai pasar kìerja, tata pìenìempatan, dan 

kìondisi kìerja di luar nìegìeri. Di samping itu, m ìempìerìolìeh pìelayanan yang 

prìofìesiìonal dan manusiawi sìerta pìerlakuan tanpa diskriminasi pada saat sìebìelum 

bìekìerja, sìelama, dan sìetìelah bìekìerja, dapat mìenjalankan ibadah sìesuai dìengan 

agama dan kìeyakinan yang dianut, juga m ìempìerìolìeh upah sìesuai dìengan standar 

upah yang bìerlaku di nìegara tujuan pìenìempatan dan/atau kìesìepakatan kìedua 

nìegara dan/atau pìerjanjian kìerja. Sìelain itu, mìempìerìolìeh pìerlindungan dan 

bantuan hukum atas tindakan yang dapat m ìerìendahkan harkat dan martabat sìesuai 

dìengan kìetìentuan pìeraturan pìerundangundangan di Indìonìesia dan di nìegara tujuan 

pìenìempatan. Di dalam pìerjanjian kìerja juga wajib dijìelaskan adanya hak dan 

kìewajiban kìepada Pìekìerja Migran   Indìonìesia, sìehingga yang bìersangkutan dapat 

mìemahaminya. Hal yang tidak kalah p ìenting adalah mìempìerìolìeh aksìes 

bìerkìomunikasi dan mìenguasai dìokumìen pìerjalanan sìelama bìekìerja. Sìering tìerjadi 

dalam bìerbagai kasus bahwa dìokumìen pìerjalanan tidak bìerada di tangannya.
42

 

 

Pìekìerja Migran tìersìebut yang mìenjadi kìorban dikarìenakan bahwa nìegara bìelum 

maksimal dalam mìenangani pìekìerja migran Indìonìesia, tìerutama yang ilìegal, 

karìena bìebìerapa faktìor sìepìerti kurangnya pìengawasan dan pìenìegakan hukum 

yang ìefìektif, rìendahnya kìesadaran akan hak-hak pìekìerja migran, sìerta masalah 

birìokrasi dan kìoìordinasi antar instansi. Dampaknya bisa bìerupa ìeksplìoitasi, 

pìelanggaran hak asasi manusia, dan k ìetidakpastian kìesìejahtìeraan. Nìegara dapat 

mìengambil langkah tìegas dìengan mìembuat hukum yang mìengidìentifikasi praktik 

ilìegal sìebagai tindak pidana, mìempìerkuat pìengawasan di sìektìor pìenyìedia jasa 

tìenaga kìerja, mìelakukan kampanyìe ìedukasi, dan bìekìerja sama dìengan nìegara asal 

pìekìerja migran. Kìerjasama antara nìegara tujuan dan asal pìekìerja migran, sìerta 
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langkah hukum intìernasiìonal sìepìerti ìekstradisi dan pìerjanjian, dapat mìenjadi 

sìolusi dalam mìenangani pìelanggaran hak pìekìerja migran sìecara lintas batas.
43

 

 

Pìekìerja atau buruh mìerupakan bagian dari tìenaga kìerja yaitu tìenaga kìerja yang 

bìekìerja didalam hubungan kìerja, dibawah pìerintah pìembìeri kìerja (pìersìeìorangan, 

pìengusaha, badan hukum) dan atas jasanya dalam bìekìerja yang bìersangkutan 

mìenìerima upah atau imbalan dalam bìentuk lainnya. Tìenaga kìerja disìebut sìebagai 

pìekìerja/buruh bila mìelakukan pìekìerjaan didalam hubungan kìerja dan dibawah 

pìerintah ìorang lain dìengan mìenìerima upah atau imbalan dalam b ìentuk lain. 

Tìenaga kìerja yang bìekìerja dibawah pimpinan ìorang lain dìengan mìenìerima upah 

atau imbalan dalam bìentuk lain tìetapi tidak dalam hubungan k ìerja misalnya 

tukang sìemir sìepatu atau tukang pìotìong rambut, bukan mìerupakan pìekìerja atau 

buruh
44

. 

 

Mìengìenai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nìomìor 18 Tahun 2017 tìentang 

Pìerlindungan Pìekìerja Migran Indìonìesia yang dimaksud dìengan Pìekìerja Migran   

Indìonìesia adalah sìetiap warga nìegara Indìonìesia yang akan, sìedang, atau tìelah 

mìelakukan pìekìerjaan dìengan mìenìerima upah di luar wilayah R ìepublik Indìonìesia. 

Pìekìerja Migran   mìerupakan mìodal utama sìerta pìelaksanaan dari pìembangunan 

masyarakat Pancasila. Tujuan tìerpìenting dari pìembangunan masyarakat t ìersìebut 

adalah kìesìejahtìeraan rakyat tìermasuk pìekìerja migran. Pìekìerja migran sìebagai 

pìelaksana pìembangunan harus dijamin haknya, diatur kìewajibannya dan 

dikìembangkan daya gunanya. Dalam Pìeraturan Mìentìeri Pìekìerja Migran Nìomìor: 

PER-04/MEN/1994 pìengìertian pìekìerja migran adalah sìetiap ìorang yang bìekìerja 

pada pìerusahaan yang bìelum wajib mìengikuti prìogram jaminan sìosial pìekìerja 

migran karìena adanya pìentahapan kìepìesìertaan.  
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Pìekìerja migran adalah pìenduduk yang mìempunyai umur didalam batas usia kìerja. 

Tujuan dari pìemilihan batas umur tìersìebut, supaya dìefinisi yang dibìerikan sìedapat 

mungkin mìenggambarkan kìenyataan yang sìebìenarnya. Sìetiap nìegara mìemilih 

batas umur yang bìerbìeda karìena situasi pìekìerja migran pada masing-masing 

nìegara juga bìerbìeda.
45

 

 

Migrasi didìefinisikan sìebagai suatu bìentuk pìerpindahan sìesìeìorang atau 

kìelìompìok ìorang dari suatu unit wilayah gìeìografis  mìenyìebìerangi pìerbatasan 

pìolitik atau administrasi dìengan kìeinginan untuk tinggal dalam tìempìo waktu tak 

tìerbatas atau untuk sìemìentara disuatu tìempat yang bukan daìerah asal . Bìermigrasi 

bìerarti pindah dari satu tìempat kìe tìempat lain, dìengan bìerbagai alasan antara lain 

untuk pìerkìembangan pribadi dan atau prìofìesiìonal, untuk mìenghindari kìonflik atau 

bìencana, dan ada juga yang bìermigrasi karìena mìenginginkan standar kìehidupan 

yang lìebih baik untuk diri mìerìeka sìendiri dan kìeluarga mìerìeka (ILO, 2006). 

Alasan tìerakhir inilah yang m ìenjadi dasar istilah pìekìerja migran yaitu ìorang yang 

bìermigrasi dari wilayah kìelahirannya kìe tìempat lain dan kìemudian bìekìerja di 

tìempat yang baru tìersìebut dalam jangka waktu rìelatif mìenìetap.
46

 

 

Migrasi tìenaga kìerja biasanya didìefinisikan sìebagai pìerpindahan manusia yang 

mìelintasi pìerbatasan untuk tujuan mìendapatkan pìekìerjaan di nìegara asing . 

Sìemìentara itu mìenurut Dìepartìemìen Sìosial RI, pìekìerja migran   adalah ìorang yang 

bìerpindah kìe daìerah lain, baik didalam maupun kìe luar nìegìeri (lìegal maupun 

ilìegal), untuk bìekìerja dalam jangka waktu tìertìentu. Intìernatiìonal Labìour 

Organisatiìon (ILO) kìemudian mìendìefinisikan pìekìerja migran   sìebagai sìesìeìorang 

yang bìermigrasi, atau tìelah bìermigrasi, dari sìebuah nìegara kìe nìegara lain, dìengan 

gambaran untuk dipìekìerjakan ìolìeh ìorang lain sìelain dirinya sìendiri, tìermasuk 

siapapun yang ditìerima sìecara rìegulìer, sìebagai sìeìorang migran, untuk pìekìerjaan.
47
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Kìebìeradaan jaminan yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 

27 ayat (2) bìerbunyi sìebagai bìerikut: “Tiap-tiap warga Nìegara bìerhak atas 

pìekìerjaan dan pìerlindungan yang layak bagi kìemanusiaan.” Mìembìerikan 

kìesìempatan kìepada sìeluruh warga nìegara untuk ikut sìerta dalam pìembangunan 

tanpa diskriminasi baik laki-laki maupun wanita bìerhak mìendapatkan pìekìerjaan 

dan mìendapatkan pìerlindungan. Sìecara yuridis Pasal 1 angka 5 Undangundang 

Nìomìor 18 Tahun 2017 tìentang Pìerlindungan Pìekìerja Migran Indìonìesia yang 

mìembìerikan pìerlindungan bahwa sìegala upaya untuk mìelindungi kìepìentingan 

Calìon Pìekìerja Migran Indìonìesia dan atau Pìekìeja Migran Indìonìesia dan 

kìeluarganya dalam mìewujudkan tìerjaminnya pìemìenuhan haknya dalam 

kìesìeluruhan kìegiatan sìebìelum bìekìerja, sìelama bìekìerja, dan sìetìelah bìekìerja dalam 

aspìek hukum ìekìonìomi dan sìosial.  

 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nìomìor 18 Tahun 2017 tìentang Pìerlindungan 

Pìekìerja Migran Indìonìesia yang dimaksud dìengan Pìekìerja Migran Indìonìesia 

adalah sìetiap warga nìegara Indìonìesia yang akan, sìedang, atau tìelah mìelakukan 

pìekìerjaan dìengan mìenìerima upah di luar wilayah Rìepublik Indìonìesia. Pìengìertian 

pìekìerja migran   Indìonìesia dalam Undang undang Nìomìor 18 tahun 2017 tìersìebut 

mìenyìempurnakan pìengìertian pìekìerja migran   dalam Undang-undang Nìomìor 39 

Tahun 2004 tìentang Pìenìempatan dan Pìerlindungan Pìekìerja Migran   Indìonìesia di 

Luar Nìegìeri yang mìembìerikan pìengìertian “Pìekìerja Migran Indìonìesia yang 

sìelanjutnya disìebut dìengan TKI adalah sìetiap warga nìegara Indìonìesia yang 

mìemìenuhi syarat untuk bìekìerja di Luar Nìegìeri dalam hubungan kìerja untuk 

jangka waktu tìertìentu dìengan mìenìerima upah”. Pìengìertian Pìekìerja Migran   

wanita adalah Sìeìorang wanita yang mampu mìelakukan kìegiatan/ pìekìerjaan baik 

didalam maupun diluar hubungan kìerja guna mìenghasilkan barang atau jasa untuk 

mìemìenuhi kìebutuhan sìendiri maupun kìebutuhan masyarakat.  

 

Mìenurut Suhartìo, pìekìerja migran   mìencakup sìedikitnya dua tipìe: pìekìerja migran   

intìernal dan pìekìerja migran   intìernasiìonal. Pìekìerja migran   intìernal bìerkaitan 

dìengan urbanisasi, sìedangkan pìekìerja migran intìernasiìonal tidak dapat dipisahkan 
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dari glìobalisasi. Pìekìerja migran intìernal (dalam nìegìeri) adalah ìorang yang 

bìermigrasi dari tìempat asalnya untuk bìekìerja ditìempat lain yang masih t ìermasuk 

dalam wilayah Indìonìesia. Karìena pìerpindahan pìenduduk umumnya dari dìesa kìe 

kìota (rural-tìo-urbanmigratiìon), maka pìekìerja migran intìernal sìeringkali 

diidìentikkan dìengan ìorang dìesa yang bìekìerja di kìota. Pìekìerja migran   

intìernasiìonal (luar nìegìeri) adalah mìerìeka yang mìeninggalkan tanah airnya untuk 

mìengisi pìekìerjaan di nìegara lain.
48

 

 

Wilayah Indìonìesia, pìengìertian ini mìenunjuk pada ìorang Indìonìesia yang bìekìerja di 

luar nìegìeri atau yang dikìenal dìengan istilah Tìenaga Kìerja Indìonìesia (TKI). 

Karìena pìersìoalan TKI ini sìeringkali mìenyìentuh para pìekìerja wanita yang mìenjadi 

pìekìerja kasar di luar nìegìeri, TKI biasanya diidìentikkan dìengan Tìenaga Kìerja 

Wanita (TKW atau Nakìerwan) Pìekìerja migran ini mìerujuk pada istilah Tìenaga 

Kìerja Indìonìesia (TKI) baik laki-laki maupun pìerìempuan yang tìersìebar di bìerbagai 

nìegara. Para TKI ini bìekìerja di dalam dua sìektìor pìekìerjaan yaitu sìektìor fìormal 

(prìofìesi yang mìempunyai hubungan kìerja dìengan pìerusahaan bìerbadan hukum) 

dan sìektìor infìormal (pìekìerjaan yang dilakukan untuk pìersìeìorangan misalnya 

pìekìerja rumah tangga atau PRT). Dari sìegi lìegalitas pìenìempatannya, TKI dapat 

dikìelìompìokkan mìenjadi TKI lìegal dan TKI ilìegal. Tìenaga Kìerja Indìonìesia (TKI) 

lìegal adalah tìenaga kìerja Indìonìesia yang mìencari pìekìerjaan di luar nìegìeri dìengan 

mìengikuti prìosìedur dan aturan sìerta mìekanismìe sìecara hukum yang harus 

ditìempuh untuk mìendapatkan ijin bìekìerja di luar nìegìeri, para pìekìerja juga disìertai 

dìengan surat-surat rìesmi sìehingga mìendapatkan pìerlindungan hukum baik ìolìeh 

pìemìerintah Indìonìesia maupun dari pìemìerintah nìegara pìenìerima. Sìebaliknya TKI 

ilìegal mìemasuki nìegara pìenìerima tanpa mìengikuti prìosìedur dan aturan yang 

bìerlaku sìehingga kìesulitan untuk mìendapatkan pìerlindungan hukum.  
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1 Hak dan Kìewajiban Pìekìerja Migran    

Bìerdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nìomìor 18 Tahun 2017: 

Sìetiap Calìon Pìekìerja Migran Indìonìesia atau Pìekìerja Migran Indìonìesia 

mìemiliki hak:  

a. Mìendapatkan pìekìerjaan di luar nìegìeri dan mìemilih pìekìerjaan sìesuai 

dìengan kìompìetìensinya; 

 

b. Mìempìerìolìeh aksìes pìeningkatan kapasitas diri m ìelalui pìendidikan dan 

pìelatihan kìerja; 

 

c. Mìempìerìolìeh infìormasi yang b ìenar mìengìenai pasar kìerja,tata cara 

pìenìempatan, dan kìondisi kìerja di luar nìegìeri;  

 

d. Mìempìerìolìeh pìelayanan yang pr ìofìesiìonal dan manusiawi sìerta pìerlakuan 

tanpa diskriminasi pada saat sìebìelum bìekìerja, sìelama bìekìerja, dan sìetìelah 

bìekìerja; 

 

e. Mìenjalankan ibadah sìesuai dìengan agama dan kìeyakinan yang dianut; 

 

f. Mìempìerìolìeh upah sìesuai dìengan standar upah yang b ìerlaku di nìegara 

tujuan pìenìempatan dan/atau kìesìepakatan kìedua nìegara dan/atau Pìerjanjian 

Kìerja;  

 

g. Mìempìerìolìeh pìelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat 

mìerìendahkan harkat dan martabat sìesuai dìengan kìetìentuan pìeraturan 

pìerundang-undangan di Ind ìonìesia dan di nìegara tujuan pìenìempatan;  

 

h. Mìempìerìolìeh pìenjìelasan mìengìenai hak dan kìewajiban sìebagaimana 

tìertuang dalam Pìerjanjian Kìerja;  

 

i. Mìempìerìolìeh aksìes bìerkìomunikasi;  

 

j. Mìenguasai dìokumìen pìerjalanan sìelama bìekìerja;  

 

k. Bìersìerikat dan bìerkumpul di nìegara tujuan pìenìempatan sìesuai dìengan 

kìetìentuan pìeraturan pìerundang-undangan yang b ìerlaku di nìegara tujuan 

pìenìempatan;  

 

l. Mìempìerìolìeh jaminan pìelindungan kìesìelamatan dan kìeamanan kìepulangan 

Pìekìerja Migran   Ind ìonìesia kìe daìerah asal; dan atau 

 

m. Mìempìerìolìeh dìokumìen dan Pìerjanjian Kìerja Calìon Pìekìerja Migran   

Indìonìesia dan/atau Pìekìerja Migran   Ind ìonìesia. 
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Sìetiap Pìekìerja Migran Indìonìesia mìemiliki kìewajiban:  

a. Mìenaati pìeraturan pìerundang-undangan, baik di dalam nìegìeri maupun di 

nìegara tujuan pìenìempatan;  

b. Mìenghìormati adat-istiadat atau kìebiasaan yang bìerlaku di nìegara tujuan 

pìenìempatan; 

c. Mìenaati dan mìelaksanakan pìekìerjaannya sìesuai dìengan Pìerjanjian Kìerja; 

dan  

d. Mìelapìorkan kìedatangan, kìebìeradaan, dan kìepulangan Pìekìerja Migran   

lndìonìesia kìepada Pìerwakilan Rìepublik Indìonìesia di nìegara tujuan 

pìenìempatan.  

 

Sìetiap Kìeluarga Pìekìerja Migran Indìonìesia mìemiliki hak: 

a. Mìempìerìolìeh infìormasi mìengìenai kìondisi, masalah, dan kìepulangan 

Pìekìerja Migran Indìonìesia; 

b. Mìenìerima sìeluruh harta bìenda Pìekìerja Migran Indìonìesia yang mìeninggal 

di luar nìegìeri;  

c. Mìempìerìolìeh salinan dìokumìen dan Pìerjanjian Kìerja Calìon Pìekìerja Migran   

Indìonìesia dan/atau Pìekìerja Migran   Indìonìesia; dan 

d. Mìempìerìolìeh aksìes bìerkìomunikasi 

 

2. Faktìor yang Mìempìengaruhi Pìenduduk Mìenjadi Pìekìerja Migran di Luar 

Nìegìeri. 

a. Faktìor daìerah tujuan 

1. Lapangan k ìerja tìerbuka  

 Orang t ìertarik kìeluar nìegìeri karìena adanya k ìesìempatan kìerja yang sangat 

tìerbuka. Sìejalan dìengan idìe kìemampuan dan mìodìernisasi juga tìerdapat 

kìecìendìerungan yang sama tìerhadap urbanisasi. Pada hakìekatnya yang satu 

tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Dik ìotalah praktìeknya sìegala idìe untuk 

kìemajuan dilaksanakan. Juga dikìota-kìotalah tìersìedia kìesìempatan kìerja yang 
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banyak, ìolìeh sìebab itu disarankan ìolìeh gìolìongan tìerpìelajar, karìena sìedikit 

sìekali mìerìeka dapatkan atau kìerjakan kalau mìerìeka tinggal dikampung.
49

 

2. Saran hidup lìengkap 

Suatu daìerah, jika fasilitas hidupnya lìengkap. Yang t ìermasuk fasilitas hidup 

antara lain pusat pìendidikan, kìesìehatan, pusat pìerbìelanjaan, rìekrìeasi dan 

transpìortasi.
50

 

3. Pìenghasilan rìelatif tinggi 

Mìenurut Tìoradìo bìerangkat dari asumsi bahwa migran tìerutama sìekali 

bìerdasar pada pìerhitungan ìekìonìomi rasiìonal bagi migran individual walaupun 

tìerjadi pìengangguran yang tinggi di k ìota, migrasi bìerlangsung sìebagai akibat 

pìerbìedaan dìesa-kìota yang l ìebih mìengìenal pìenghasilan yang diharapkan 

daripada pìenghasilan aktual. Dasar pìemikiran utama adalah para migran   

sìebagai para pìembuat kìeputusan mìenganggap bìerbagai kìesìempatan kìerja 

yang tìersìedia bagi mìerìeka sìebagai antara.  

 

b. Faktìor daìerah asal 

1. Pìenghasilan rìendah 

Dikatakan salah satu alasan primìordial untuk mìenjadi tìenaga kìerja Indìonìesia 

kìe luar nìegìeri adalah pìerjuangan ìekìonìomi pada masa dulu maupun sìekarang. 

Dikatakan lagi sìecara tradisiìonal sìekalipun sawah cukup untuk kìelangsungan 

hidup kìeluarga, ìorang muda sìelalu didìorìong untuk pìergi mìerantau mìencari 

rìezìeki. Bìerdasarkan tìeìori diatas ìorang muda zaman sìekarang tidak mìenyukai 

bidang pìertanian yang masih dilaksanakan sìecara tradisiìonal. Hal ini 

dikarìenakan hasil dari pìertanian jauh lìebih rìendah jika dibandingkan upah 

pìekìerja yang lain.
51
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2. Lapangan kìerja sulit 

 Istilah “lapangan kìerja sulit” mìerujuk pada kìondisi kìetika kìesìempatan untuk 

mìempìerìolìeh pìekìerjaan yang layak mìenjadi tìerbatas karìena 

kìetidaksìeimbangan antara jumlah tìenaga kìerja dan kìetìersìediaan pìekìerjaan di 

pasar. Kìondisi ini mìencìerminkan adanya bìerbagai pìermasalahan struktural 

sìepìerti pìertumbuhan ìekìonìomi yang bìelum mampu mìenyìerap tìenaga kìerja 

baru, rìendahnya invìestasi di sìektìor padat karya, sìerta mìeningkatnya kìompìetisi 

di dunia industri. Akibat dari sulitnya m ìempìerìolìeh pìekìerjaan ini sangat 

signifikan bagi kìehidupan sìosial dan ìekìonìomi masyarakat. Kìondisi ini tidak 

hanya mìenurunkan prìoduktivitas nasiìonal, tìetapi juga bìerpìotìensi 

mìempìerlìebar kìesìenjangan sìosial dan mìenimbulkan masalah kìesìejahtìeraan.  

 

Kìesulitan mìempìerìolìeh lapangan kìerja ini tìelah dirasakan baik ìolìeh pìenduduk 

yang bìerpìendidikan mìenìengah dan tinggi apalagi p ìenduduk yang 

bìerpìendidikan rìendah. Dari tahun kìe tahun jumlah pìencari kìerja tìerus 

mìeningkat tidak sìeimbang dìengan tìerbukanya lapangan kìerja. Sìebagai 

akibatnya dari tahun kìe tahun pìengangguran itu bìertambah tìerus dan lìebih 

mìengìecìewakan lagi bìertambahnya pìengangguran ini tìerdiri dari para tìenaga 

tìerdidik.
52

 

 

 

E. Tìeìori Pìeran 

 

Tìeìori Pìeran dari Rìolìe Thìeìory adalah tìeìori yang mìerupakan pìerpaduan bìerbagai 

tìeìori, ìoriìentasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “pìeran” diambil dari dunia tìeatìer. 

Dalam tìeatìer, sìesìeìorang aktìor harus bìermain sìebagai sìeìorang tìokìoh tìertìentu dan 

dalam pìosisinya sìebagai tìokìoh itu diharapkan untuk bìerpìerilaku sìecara tìertìentu.
53

 

Pìengìertian Pìeranan diungkapkan ìolìeh Sìoìerjìonìo Sìoìekantìo:  
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“Pìeranan mìerupakan aspìek dinamis kìedudukan (status). Apabila sìesìeìorang 

mìelaksanakan hak dan kìewajibannya sìesuai dìengan kìedudukannya, maka ia 

mìenjalankan suatu pìeranan”.
54

 Pìengìertian pìeran (rìolìe) yaitu sìepìerangkat 

pìengharapan yang ditujukan kìepada pìemìegang jabatan pada pìosisi tìertìentu. 

55
Tìeìori pìeranan mìenyatakan bahwa individu akan m ìengalami kìonflik pìeran 

apabila ada dua tìekanan atau lìebih yang tìerjadi sìecara bìersamaan yang ditujukan 

kìepada sìesìeìorang, sìehingga apabila individu t ìersìebut mìematuhi satu diantaranya 

akan mìengalami kìesulitan atau tidak mungkin m ìematuhi yang lainnya.
56

 Tìeìori 

pìeran mìenggambarkan intìeraksi sìosial yang ditìerapkan ìolìeh individu dalam suatu 

lingkungan bìerdasarkan kìebudayaan yang bìerlaku. Tìeìori pìeran (rìolìe thìeìory) 

mìenyatakan bahwa individu yang b ìerhadapan dìengan tingkat kìonflik pìeran dan 

ambiguitas pìeran yang tinggi akan mìengalami kìecìemasan, mìenjadi lìebih tidak 

puas dan mìelakukan pìekìerjaan dìengan kurang ìefìektif dibanding individu lain. 

Individu akan mìengalami kìonflik dalam dirinya apabila tìerdapat dua tìekanan atau 

lìebih yang tìerjadi sìecara bìersamaan yang ditunjukkan pada diri sìesìeìorang. 

Tìerjadinya kìonflik pada sìetiap individu disìebabkan karìena individu tìersìebut harus  

mìenyandang dua pìeran yang bìerbìeda dalam waktu yang sama.  

 

Tìeìori pìeran mìenyangkut salah satu karaktìeristik paling pìenting dari pìerilaku 

sìosial - fakta bahwa manusia bìerpìerilaku dìengan cara yang bìerbìeda dan dapat 

diprìediksi tìergantung pada idìentitas sìosial masing-masing dan situasi. Sìepìerti 

yang ditunjukkan ìolìeh istilah pìeran, tìeìori ini mulai hidup sìebagai mìetafìora 

tìeatrikal. Pìertunjukan di tìeatìer dibìedakan dan diprìediksi karìena aktìor dibatasi 

untuk mìelakukan “bagian” yang mana “skrip” ditulis, maka tampaknya masuk 

akal untuk pìercaya bahwa pìerilaku sìosial dalam kìontìeks lain juga tìerkait dìengan 

bagian dan skrip yang dipahami ìolìeh aktìor sìosial. Dìengan dìemikian, tìeìori pìeran 

dapat dikatakan bìerkaitan dìengan tiga kìonsìep: pìola pìerilaku dan karaktìeristik 
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sìosial, bagian atau idìentitas yang diasumsikan ìolìeh pìesìerta sìosial, dan skrip atau 

harapan untuk pìerilaku yang dipahami ìolìeh sìemua dan dipatuhi ìolìeh para 

pìelaku.
57

 

 

F. Faktìor yang Mìempìengaruhi Pìenìegakkan Hukum 

 

Mìenurut Sìoìerjìonìo Sìoìekantìo, pìenìegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya 

bìergantung pada aturan hukum yang bìerlaku, tìetapi juga dipìengaruhi ìolìeh 

bìerbagai faktìor yang saling bìerkaitan dan mìenìentukan ìefìektivitas pìenìerapan 

hukum di masyarakat. Ia m ìenyìebutkan lima faktìor utama yang bìerpìengaruh 

tìerhadap pìenìegakan hukum, yaitu: 

1. Fakt ìor Hukum (Undang-Undang) Itu Sìendiri 

Faktìor pìertama adalah isi atau substansi hukum. Kìejìelasan, kìepastian, dan 

kìelìengkapan pìeraturan pìerundang-undangan mìenjadi dasar utama dalam 

mìenìegakkan hukum. Jika suatu pìeraturan tidak jìelas, tumpang tindih, atau 

tidak sìesuai dìengan kìebutuhan masyarakat, maka aparat akan kìesulitan 

mìenìerapkannya sìecara ìefìektif. Olìeh karìena itu, pìeraturan hukum harus 

dirumuskan dìengan bahasa yang tìegas, tidak mìenimbulkan multitafsir, dan 

disìesuaikan dìengan pìerkìembangan sìosial. 

 

2. Fakt ìor Pìenìegak Hukum (Law Enf ìorcìemìent Officìer) 

Faktìor kìedua adalah para aparat pìenìegak hukum, sìepìerti pìolisi, jaksa, hakim, 

dan pìetugas lìembaga pìemasyarakatan. Kìebìerhasilan pìenìegakan hukum sangat 

dipìengaruhi ìolìeh kualitas, intìegritas, prìofìesiìonalismìe, dan mìoralitas aparat 

tìersìebut. Jika aparat tidak bìerpìegang pada kìodìe ìetik, bìertindak diskriminatif, 

atau bahkan mìenyalahgunakan wìewìenang, maka kìeadilan sulit diwujudkan. 

Sìoìerjìonìo mìenìegaskan bahwa mìental dan sikap pìenìegak hukum mìemìegang 

pìeranan pìenting dalam mìenìentukan citra dan wibawa hukum di mata 

masyarakat. 
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3. Fakt ìor Sarana dan Prasarana (Facilitiìes and Infrastructurìe) 

Pìenìegakan hukum juga mìemìerlukan dukungan sarana dan prasarana yang 

mìemadai, sìepìerti kantìor, transpìortasi, tìeknìolìogi, dana ìopìerasiìonal, sìerta 

sistìem administrasi yang ìefisiìen. Tanpa adanya fasilitas yang m ìemadai, aparat 

hukum akan mìengalami hambatan dalam m ìenjalankan tugasnya. Misalnya, 

kurangnya pìeralatan pìenyidikan mìodìern dapat mìenghambat prìosìes 

pìembuktian pìerkara pidana. 

 

4. Fakt ìor Masyarakat (Sìociìety) 

Faktìor kìeìempat adalah masyarakat sìebagai lingkungan sìosial tìempat hukum 

bìerlaku dan ditìegakkan. Tingkat kìesadaran hukum masyarakat sangat 

mìemìengaruhi ìefìektivitas pìenìegakan hukum. Jika masyarakat mìemiliki 

kìepatuhan dan kìesadaran tinggi tìerhadap hukum, maka pìelanggaran akan 

bìerkurang dan pìenìegakan hukum mìenjadi lìebih mudah. Sìebaliknya, jika 

masyarakat apatis atau tidak pìercaya pada lìembaga hukum, maka prìosìes 

pìenìegakan hukum akan tìerhambat. 

 

5. Fakt ìor Kìebudayaan (Culturìe) 

Faktìor tìerakhir adalah kìebudayaan, yakni sistìem nilai, nìorma, dan kìebiasaan 

yang bìerlaku di masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya 

karìena budaya mìempìengaruhi pandangan masyarakat tìerhadap kìeadilan dan 

pìerilaku hukum. Apabila sistìem hukum tidak sìesuai dìengan nilai budaya yang 

hidup di masyarakat, maka akan sulit dit ìerapkan. Olìeh karìena itu, hukum 

yang ìefìektif adalah hukum yang sìejalan dìengan nilai-nilai sìosial dan budaya 

sìetìempat.
58
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Pìendìekatan Masalah 

 

Pìendìekatan masalah mìerupakan prìosìes pìemìecahan atau pìenyìelìesaian masalah 

mìelalui tahapan-tahapan yang tìelah ditìentukan, sìehingga mìencapai ujuan 

pìenìelitian.
59

 Pìendìekatan masalah yang pìenulis gunakan adalah dìengan 

mìenggunakan dua mìetìodìe yaitu pìendìekatan sìecara yuridis nìormatif dan 

pìendìekatan yuridis ìempiris. 

1. Pìendìekatan sìecara yuridis n ìormatif 

Yuridis nìormatif yaitu pìendìekatan hukum yang dilakukan d ìengan cara 

mìenìeliti bahan pustaka atau data sìekundìer sìebagai bahan dasar untuk ditìeliti 

dìengan cara mìengadakan pìenìelusuran tìerhadap pìeraturan-pìeraturan dan 

litìeraturìe yang b ìerkaitan dìengan p ìermasalahan yang ditìeliti.
60

 

 

2. Pìendìekatan sìecara yuridis ìempiris 

Pìendìekatan yang dilakukan dìengan mìengadakan hubungan langsung t ìerhadap 

pihak-pihak yang dianggap bìerkaitan dìengan pìermasalahan yang sìedang 

dibahas pada skripsi ini. Pìendìekatan ìempiris dilakukan dìengan cara 

mìempìerhatikan atau mìelihat pìerilaku-pìerilaku atau gìejala-gìejala hukum dan 

pìeristiwa hukum yang tìerjadi di lapangan.
61
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B.  Sumbìer dan Jìenis Data 

 

Sumbìer data .yang digunakan dalam pìenìelitian ini adalah sìebagai bìerikut: 

1. Data Primìer 

Data yang dipìerìolìeh dari hasil pìenìelitian di lapangan sìecara langsung 

pada ìobjìek pìenìelitian yang dilakukan di Kìepìolisian Pìolda Lampung dìengan 

mìengadakan wvawancara kìepada pihak Rìeskrim Pìolda Lampung  sìerta 

didukung dìengan wawancara dìengan akadìemisi yang digunakan sìebagai data 

pìenunjang bagi pìenulis dalam pìenìelitian ini. 

 

2. Data Sìekundìer 

Data sìekundìer adalah sìebuah publikasi hukum yang bukan bìerupa dìokumìen-

dìokumìen rìesmi. Publikasi hukum mìeliputi buku-buku tìeks, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kìomìentar-kìomìentar tìermasuk skripsi dan 

tìesis.
62

  Data yang dipìerìolìeh dari hasil pìenìelitian kìepustakaan dìengan cara 

mìelakukan studi kìepustakaan, yaitu mìelakukan studi dìokumìen dan arsip dan 

litìeratur dìengan mìempìelajari hal-hal yang bìersifat tìeìoritis yang bìerkaitan 

dìengan pìokìok pìenulisan sìerta ilmu pìengìetahuan hukum mìengilkat yang 

tìerdiri dari bahan hukum antara lain: 

n. Bahan hukum primìer 

Bahan-bahan yang mìemiliki kìekuatan hukum mìengikat, sìepìerti 

pìerundang-undangan dan pìeraturan-pìeraturan lainnya, yang t ìerdiri dari: 

1. Undang-Undang Nìomìor 8 Tahun 1981 tìentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP Lama) / Undang-Undang Nìomìor 20 Tahun 2025 tìentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) 

2. Undang-Undang Nìomìor 2 Tahun 2002 tìentang Kìepìolisian Rìepublik 

Indìonìesia  

3. Undang-Undang Nìomìor 21 Tahun 2007 tìentang Pìembìerantasan 

Tindak Pidana Pìerdagangan Orang. 
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4. Undang-Undang Nìomìor 18 Tahun 2017 tìentang Pìerlindungan Pìekìerja 

Migran Ind ìonìesia. 

b. Bahan hukum sìekundìer,  

yaitu bahan-bahan yang bìerhubungan dìengan bahan hukum primìer dan 

dapat mìembantu mìenganalisis dan mìemahami bahan hukum primìer antara 

lain litìeratur dan rìefìerìensi. 

b. Bahan hukum tìersiìer,  

yaitu bahan-bahan yang m ìembìerikan pìetunjuk dan pìenjìelasan tìerhadap 

bahan hukum primìer dan bahan hukum sìekundìer sìepìerti kamus, 

bibliìografi, karya-karya ilmiah, bahan sìeminar, hasil-hasil pìenìelitian para 

sarjana bìerkaitan dìengan p ìokìok pìermasalahan yang akan dibahas dalam 

skripsi ini. 

 

C. Pìenìentuan Narasumbìer 

 

Narasumbìer mìerupakan ìorang yang mìengìetahui sìecara jìelas atau mìenjadi sumbìer 

infìormasi.
63

 Narasumbìer dalam pìenulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang 

mìengìetahui sìecara jìelas bìerkaitan dìengan upaya kìepìolisian dalam pìenyidikan 

kìejahatan pìerdagangan ìorang pada pìekìerja migran   di Prìovinsi Lampung (Studi di 

Pìolda Lampung), pìenìentuan narasumbìer dalam pìenìelitian ini yaitu: 

1. Kasubdit IV R ìemaja Anak dan Wanita (Rìenakta)   = 1 Orang 

Ditrìes Krimum Pìolda Lampung 

2. Tim Pìenyidik Subdit IV Rìemaja Anak dan Wanita (Rìenakta) = 1 Orang 

Unit I TPPO Pìolda Lampung 

3. Dìosìen bagian Pidana Fakultas Hukum Univ ìersitas Lampung = 1 Orang 

 

Jumlah                    = 3 Orang 
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D. Prìosìedur Pìengumpulan dan Pìengìolahan Data 

 

1. Prìosìedur Pìengumpulan Data 

Dalam upaya pìengumpulan data yang dip ìerlukan dalam pìenìelitian ini, pìenulis 

mìenggunakan prìosìedur studi lapangan dan studi kìepustakaan. 

a. Studi kìepustakaan 

Studi Kìepustakaan dilakukan untuk m ìempìerìolìeh data sìekundìer. Studi 

kìepustakaan dilakukan dìengan cara mìembaca, mìengutip hal-hal yang 

dianggap p ìenting dari b ìebìerapa pìeraturan pìerundang-undangan dan bahan-

bahan tìertulis lainnya yang b ìerkaitan dìengan matìeri pìembahasan. 

 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk mìempìerìolìeh data primìer. Studi lapangan 

dilakukan dìengan cara mìengadakan wawancara dìengan narasumbìer. 

Wawancara dilakukan sìecara langsung dìengan mìengadakan Tanya jawab 

sìecara tìerbuka dan mìendalam untuk mìendapatkan kìetìerangan atau jawaban 

yang utuh sìehingga data yang dip ìerìolìeh sìesuai dìengan yang diharapkan. 

 

2. Prìosìedur Pìengìolahan Data 

Data yang tìerkumpul mìelalui kìegiatan pìengumpulan data kìemudian diprìosìes 

mìelalui pìengìolahan dan pìeninjauan data dìengan mìelakukan: 

a. Evaluasi data, yaitu data yang dip ìerìolìeh untuk mìengìetahui apakah masih 

tìerdapat kìekurangan-kìekurangan dan kìesalahan-kìesalahan, sìerta apakah data 

tìersìebut sìesuai dìengan pìermasalahan yang akan dibahas. 

b. Klasifikasi data, yaitu pìengìelìompìokan data yang tìelah diìevaluasi mìenurut 

bahasanya masing-masing sìetìelah dianalisis agar sìesuai dìengan pìermasalahan 

c. Sistìematisasi data, yaitu mìelakukan pìenyusunan dan pìenìempatan data pada 

tiga pìokìok bahasan sistìematis sìehingga mìemudahkan pìembahasan. 
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E.  Analisis Data 

 

Sìetìelah dilakukan pìengumpulan dan pìengìolahan data, sìelanjutnya dilakukan 

analisis data dìengan mìenggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dìengan cara 

mìenguraikan data yang dipìerìolìeh dari hasil pìenìelitian dalam bìentuk kalimat-

kalimat yang disusìe sìecara sistìematis, sìehingga dapat dipìerìolìeh gambaran yang 

jìelas tìentang pìermasalahan yang ada dalam pìenìelitian, sìehingga dapat ditarik 

kìesimpulan yang bìerpìedìoman pada cara bìerfikir induktif, yaitu suatu cara bìerfikir 

dìengan mìengambil kìesimpulan sìecara umum yang didasarkan atas fakta-fakta 

yang bìersifat khusus guna mìenjawab pìermasalahan yang tìelah dikìemukakan. 
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V. PENUTUP 

 

 

A.  Simpulan 

Bìerdasarkan uraian pìembahasan pada bab-bab sìebìelumnya, maka dapat ditarik 

kìesimpulan sìebagai bìerikut: 

1. Pìeran Kìepìolisian dalam Prìosìes Pìenyidikan Tindak Pidana Pìerdagangan 

Orang tìerhadap Pìekìerja Migran Indìonìesia kìe Malaysia adalah mìelaksanakan 

fungsi p ìenyìelidikan, pìenyidikan, dan pìenindakan tìerhadap sindikat pìerìekrut 

maupun pìengirim pìekìerja migran ilìegal. Kìepìolisian Pìolda Lampung m ìelalui 

Unit TPPO juga m ìenjalankan pìeran nìormatif dan faktual, antara lain 

mìelakukan sìosialisasi, pìenyuluhan di daìerah rawan, pìengawasan di 

pìelabuhan/tìerminal, pìenangkapan tìerhadap calìo atau agìen ilìegal, sìerta 

bìerkìoìordinasi dìengan instansi tìerkait sìepìerti BP2MI dan Imigrasi . 

 

2. Fakt ìor pìenghambat pìeran kìepìolisian dalam prìosìes pìenyidikan tindak pidana 

pìerdagangan ìorang tìerhadap pìekìerja migran Indìonìesia kìe Malaysia dapat 

dilihat dari bìerbagai aspìek. Dari sisi hukum, bìelum adanya aturan tìeknis yang 

rinci mìengìenai mìekanismìe pìenindakan sìerta kìoìordinasi antarinstansi mìenjadi 

hambatan dalam upaya pìenìegakan hukum. Dari sisi intìernal kìepìolisian, 

kìetìerbatasan anggaran, sarana-prasarana, sìerta sumbìer daya manusia yang 

bìelum sìepìenuhnya mìemiliki kìeahlian khusus turut mìempìerlambat jalannya 

prìosìes pìenyidikan. Sìemìentara itu, dari sisi ìekstìernal, hambatan muncul 

karìena kuatnya jaringan sindikat transnasi ìonal, rìendahnya p ìelapìoran dari 

kìorban akibat rasa takut atau malu, sìerta kìondisi sìosial-ìekìonìomi masyarakat 

yang r ìentan, sìepìerti kìemiskinan, pìengangguran, dan rìendahnya tingkat 

pìendidikan, yang mìembuat mìerìeka mudah tìergiur dìengan iming-iming 

bìekìerja di luar nìegìeri sìecara ilìegal. 
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B.  Saran 

Bìerdasarkan kìesimpulan dalam pìenìelitian dan wawancara pìenulis dari bìebìerapa 

narasumbìer, adapun saran-saran pìenulis dalam skripsi ini adalah sìebagai bìerikut : 

1. Kìepìolisian, pìerlu mìeningkatkan kapasitas dan prìofìesiìonalismìe aparat 

pìenyidik, khususnya di Unit TPPO, m ìelalui pìelatihan tìeknis pìenanganan 

kìejahatan transnasiìonal sìerta dukungan fasilitas ìopìerasiìonal yang mìemadai 

agar prìosìes pìenyidikan bìerjalan ìoptimal. Dan bagi Pìemìerintah, diharapkan 

mìenyusun r ìegulasi yang lìebih jìelas dan kìomprìehìensif mìengìenai mìekanismìe 

pìenanganan kasus pìekìerja migran ilìegal sìerta mìempìerkuat kìoìordinasi lintas 

instansi (Pìolri, BP2MI, Imigrasi, P ìemda). 

 

2. Masyarakat, diharapkan mìeningkatkan kìesadaran hukum dan kìebìeranian 

untuk mìelapìor apabila mìengìetahui adanya praktik pìerìekrutan ilìegal. 

Sìosialisasi mìengìenai risikìo dan bahaya jalur migrasi n ìon-prìosìedural harus 

tìerus digìencarkan agar masyarakat tidak mudah tìerjìerumus dalam janji-janji 

sindikat pìerdagangan ìorang. Sìelain itu, sarana dan prasarana yang m ìemadai 

pìerlu dilìengkapi agar pr ìosìes pìenyidikan kìepìolisian lìebih ìoptimal. Dìengan 

fasilitas tìersìebut, pìemìeriksaan saksi dan tìersangka, pìengumpulan barang 

bukti, sìerta pìelacakan jaringan sindikat hingga k ìe luar nìegìeri dapat dilakukan 

lìebih ìefìektif, sìehingga p ìengungkapan kasus pìerdagangan ìorang pìekìerja 

migran   ilìegal bìerjalan mìenyìeluruh dan tìepat sasaran. 
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